
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.226, 2017 KEMENKES. Wajib Kerja Dokter Spesialis.  

 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 69 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS DALAM RANGKA 

PEMENUHAN KEBUTUHAN PELAYANAN SPESIALISTIK  

DI INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses dan pemenuhan 

kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 

spesialistik, perlu dilakukan upaya pemerataan dokter 

spesialis di seluruh Indonesia, khususnya di daerah 

tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta daerah 

bermasalah kesehatan dengan menggunakan pendekatan 

keluarga; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Kesehatan tentang Penyelenggaraan Wajib Kerja Dokter 

Spesialis dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan 

Pelayanan Spesialistik di Indonesia; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4431); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5336); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang 

Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5434); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5607);  

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter 

Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1005); 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1508); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG 

PENYELENGGARAAN WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS 

DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN PELAYANAN 

SPESIALISTIK DI INDONESIA. 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Wajib Kerja Dokter Spesialis adalah penempatan dokter 

spesialis di rumah sakit milik Pemerintah dan 

pemerintah daerah. 

2. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat 

inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

6. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber 

Daya Manusia Kesehatan, yang selanjutnya disingkat 

Kepala Badan adalah pejabat Eselon 1 di lingkungan 

Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan urusan 

di bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber 

Daya Manusia Kesehatan. 
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Pasal 2 

Pengaturan Wajib Kerja Dokter Spesialis bertujuan untuk: 

a. pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan akses 

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik; 

b. pemerataan pelayanan kesehatan spesialistik;  

c. peningkatan mutu pelayanan kesehatan di daerah; dan 

d. mendukung pelaksanaan pendekatan keluarga pada 

pelayanan kesehatan tingkat rujukan. 

 

BAB II 

KOMITE PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS 

 

Pasal 3 

(1) Menteri menyelenggarakan Wajib Kerja Dokter Spesialis. 

(2) Menteri dalam menyelenggarakan Wajib Kerja Dokter 

Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

membentuk Komite Penempatan Dokter Spesialis. 

(3) Komite Penempatan Dokter Spesialis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala 

Badan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan keanggotaan 

Komite Penempatan Dokter Spesialis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

BAB III 

PERENCANAAN 

 

Pasal 4 

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dalam rangka 

penyelenggaraan Wajib Kerja Dokter Spesialis, menyusun 

perencanaan kebutuhan dokter spesialis sesuai tugas 

dan kewenangannya masing-masing. 

(2) Penyusunan perencanaan kebutuhan dokter spesialis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

berdasarkan pemetaan dokter spesialis sesuai dengan 
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prioritas kebutuhan suatu wilayah.  

(3) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

menghasilkan data kebutuhan dokter spesialis 

berdasarkan jumlah, jenis, dan distribusi dokter 

spesialis. 

(4) Penyusunan perencanaan kebutuhan dokter spesialis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilakukan secara berjenjang dan sesuai dengan 

perencanaan kebutuhan tahunan tenaga kesehatan. 

(5) Penyusunan perencanaan kebutuhan dokter spesialis 

secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 5 

(1) Bupati/Walikota mengajukan usulan kebutuhan dokter 

spesialis tingkat daerah kabupaten/kota kepada 

gubernur melalui dinas kesehatan provinsi.  

(2) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan oleh gubernur sebagai dasar usulan 

kebutuhan dokter spesialis tingkat daerah provinsi. 

(3) Gubernur mengajukan usulan kebutuhan dokter 

spesialis kepada Menteri melalui Kepala Badan.  

(4) Menteri melalui Kepala Badan melakukan verifikasi 

secara periodik terhadap usulan kebutuhan dokter 

spesialis yang disampaikan oleh gubernur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3). 

(5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), Menteri menetapkan kebutuhan dokter spesialis 

secara nasional untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. 

 

Pasal 6 

(1) Dinas kesehatan provinsi melakukan visitasi berdasarkan 

usulan kebutuhan dokter spesialis untuk menilai 

kesesuaian dan kesiapan:  

a. sarana prasarana; 

b. sumber daya manusia; 
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c. kelengkapan peralatan; dan 

d. faktor-faktor lain yang terkait termasuk keamanan.  

(2) Selain berdasarkan usulan kebutuhan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dinas kesehatan provinsi dapat 

melakukan visitasi di luar usulan kebutuhan. 

(3) Dalam melakukan visitasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dinas kesehatan provinsi dapat 

mengikutsertakan organisasi profesi. 

 

Pasal 7 

Gubernur dan/atau bupati/walikota yang mengusulkan 

kebutuhan dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 bertanggung jawab menyediakan sarana prasarana 

dan peralatan spesialistik di Rumah Sakit yang akan 

digunakan dalam rangka mendukung pemberian pelayanan 

kesehatan spesialistik. 

 

BAB IV 

PENGADAAN 

 

Pasal 8 

(1) Pengadaan dokter spesialis dilaksanakan sesuai dengan 

perencanaan dan pendayagunaan dokter spesialis. 

(2) Pengadaan dokter spesialis dilakukan melalui pendidikan 

profesi program dokter spesialis. 

 

Pasal 9 

(1) Setiap dokter spesialis lulusan pendidikan profesi 

program dokter spesialis dari perguruan tinggi negeri di 

dalam negeri dan perguruan tinggi di luar negeri wajib 

mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis. 

(2) Wajib Kerja Dokter Spesialis bagi lulusan perguruan 

tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan setelah menyelesaikan evaluasi kompetensi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  
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Pasal 10 

(1) Setiap mahasiswa program dokter spesialis harus 

membuat surat pernyataan akan mengikuti Wajib Kerja 

Dokter Spesialis. 

(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuat pada awal pendidikan.  

(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuat secara tertulis dan dibubuhi meterai. 

(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit meliputi : 

a. kesediaan mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis 

setelah lulus pendidikan sesuai dengan jangka 

waktu yang telah ditetapkan; 

b. menyerahkan surat tanda registrasi asli dan 2 (dua) 

buah salinan kepada Menteri;  

c. kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Repubik Indonesia; dan 

d. kesediaan dikenai sanksi apabila melanggar sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 11 

(1) Setiap institusi pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan profesi program dokter spesialis wajib 

menyampaikan daftar nama mahasiswa yang akan lulus 

pendidikan profesi program dokter spesialis paling lambat 

6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa pendidikan 

profesi program dokter spesialis kepada Menteri dan 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pendidikan tinggi.  

(2) Daftar nama mahasiswa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan dengan membedakan peserta Wajib 

Kerja Dokter Spesialis lulusan pendidikan profesi 

program dokter spesialis mandiri dan peserta Wajib Kerja 

Dokter Spesialis lulusan pendidikan profesi program 

dokter spesialis penerima beasiswa dan/atau program 

bantuan biaya pendidikan.  
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BAB IV 

PENDAYAGUNAAN 

 

Bagian Kesatu 

Peserta 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 12 

(1) Pendayagunaan dokter spesialis dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas pendayagunaan dokter spesialis lulusan 

dalam negeri dan lulusan luar negeri. 

(3) Pendayagunaan dokter spesialis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek 

pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan. 

 

Pasal 13 

(1) Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis terdiri atas: 

a.  peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis mandiri; dan 

b.  peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis penerima 

beasiswa dan/atau program bantuan biaya 

pendidikan. 

(2) Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis mandiri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 

mahasiswa mandiri yang telah lulus program dokter 

spesialis. 

(3) Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis penerima beasiswa 

dan/atau program bantuan biaya pendidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 

mahasiswa penerima beasiswa dan/atau program 

bantuan biaya pendidikan yang telah lulus program 

dokter spesialis. 
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Paragraf 2 

Persyaratan 

 

Pasal 14 

(1) Setiap calon peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis harus 

memenuhi persyaratan administratif dan kesehatan. 

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) paling sedikit meliputi ijazah dan surat tanda 

registrasi sebagai dokter spesialis. 

(3) Penilaian kelengkapan persyaratan administratif dan 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Menteri melalui Komite Penempatan 

Dokter Spesialis.  

(4) Menteri menetapkan calon peserta Wajib Kerja Dokter 

Spesialis yang telah lulus penilaian administratif dan 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai 

peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis.  

 

Bagian Kedua 

Pembekalan 

 

Pasal 15 

(1) Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis sebelum 

melaksanakan penempatan wajib mengikuti pembekalan.  

(2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas 2 (dua) tahapan, yakni: 

a. pembekalan tahap pertama diberikan oleh institusi 

pendidikan; dan 

b. pembekalan tahap akhir diberikan oleh dinas 

kesehatan provinsi atau dinas kesehatan 

kabupaten/kota tujuan penempatan. 

 

Pasal 16 

(1) Pemberangkatan peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis 

dilakukan dari perguruan tinggi asal ke Rumah Sakit 

tujuan.  
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(2) Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis yang telah tiba di 

Rumah Sakit tujuan wajib melapor kepada dinas 

kesehatan kabupaten/kota.  

(3) Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) segera menerbitkan surat izin 

praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

(4) Dinas kesehatan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) melaporkan keberadaan peserta Wajib Kerja 

Dokter Spesialis kepada dinas kesehatan provinsi dengan 

tembusan kepada Menteri. 

 

Bagian Ketiga 

Penempatan 

 

Pasal 17 

(1) Menteri menentukan lokasi penempatan peserta Wajib 

Kerja Dokter Spesialis berdasarkan perencanaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan 

regionalisasi institusi pendidikan. 

(2) Regionalisasi institusi pendidikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) regional, yaitu: 

a. Indonesia barat; 

b. Indonesia tengah; dan 

c. Indonesia timur. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai regionalisasi institusi 

pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) apabila telah ada kerja sama antara 

Pemerintah Daerah dengan institusi pendidikan. 

 

Pasal 18 

(1) Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis ditempatkan pada: 

a. Rumah Sakit daerah terpencil, perbatasan, dan 

kepulauan; 
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b. Rumah Sakit rujukan regional; atau 

c. Rumah Sakit rujukan provinsi, 

yang ada di seluruh wilayah Indonesia. 

(2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah.  

(3) Setiap peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis ditempatkan 

di Rumah Sakit paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terbit 

surat tanda registrasi.  

(4) Dalam hal kebutuhan dokter spesialis di Rumah Sakit 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, 

peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis dapat ditempatkan 

pada Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat atau Rumah 

Sakit milik Pemerintah Daerah lainnya sesuai 

perencanaan kebutuhan. 

(5) Untuk tahap awal, penempatan peserta Wajib Kerja 

Dokter Spesialis diprioritaskan bagi lulusan pendidikan 

profesi program dokter spesialis obstetri dan ginekologi, 

spesialis anak, spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, 

dan spesialis anestesi dan terapi intensif. 

(6) Ketentuan mengenai jenis lulusan pendidikan profesi 

program dokter spesialis yang akan ditempatkan selain 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 

 

Pasal 19 

(1) Dalam hal jumlah peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis 

pada 1 (satu) regional institusi pendidikan tidak mampu 

memenuhi kebutuhan pelayanan spesialistik di daerah 

yang diampu institusi pendidikan tersebut, maka 

kebutuhan dapat dipenuhi dari regional pendidikan 

lainnya. 

(2) Pemenuhan kebutuhan pelayanan spesialistik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

Menteri dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite 

Penempatan Dokter Spesialis. 
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Pasal 20 

(1) Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis penerima beasiswa 

dan/atau program bantuan biaya pendidikan dari 

Menteri atas usulan Pemerintah Daerah provinsi, 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota, atau instansi 

pemerintah lain, wajib ditempatkan di Rumah Sakit milik 

unit kerja pengusul.  

(2) Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis penerima beasiswa 

dan/atau program bantuan biaya pendidikan dari 

Pemerintah Pusat, ditempatkan oleh Menteri. 

(3) Dalam hal beasiswa dan/atau program bantuan biaya 

pendidikan diberikan oleh Pemerintah Daerah provinsi 

atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota, peserta Wajib 

Kerja Dokter Spesialis ditempatkan di Rumah Sakit milik 

Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota pemberi beasiswa dan/atau program 

bantuan biaya pendidikan. 

 

Pasal 21 

Dalam hal di suatu daerah masih terdapat kebutuhan setelah 

dilakukannya penempatan, Menteri dapat menempatkan 

kembali peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis di daerah 

tersebut setelah dilakukan verifikasi. 

 

Pasal 22 

Dalam rangka Wajib Kerja Dokter Spesialis, Pemerintah 

Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota 

wajib menerima kembali peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis 

yang merupakan penerima beasiswa dan/atau program 

bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat (1) huruf b yang diusulkan untuk mengikuti 

tugas belajar.  

 

Pasal 23 

(1) Menteri mengatur sirkulasi pergantian peserta Wajib 

Kerja Dokter Spesialis secara tertib dan tepat waktu 

dengan mempertimbangkan: 
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a. waktu selesainya masa Wajib Kerja Dokter Spesialis; 

b. kemampuan kabupaten/kota untuk mengadakan 

dokter spesialis secara mandiri; dan 

c. jumlah lulusan pendidikan profesi program dokter 

spesialis. 

(2) Pengaturan sirkulasi pergantian peserta Wajib Kerja 

Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk menjaga keberlangsungan pemberian pelayanan 

kesehatan spesialistik. 

 

Bagian Keempat 

Jangka Waktu 

 

Pasal 24 

(1) Wajib Kerja Dokter Spesialis bagi peserta Wajib Kerja 

Dokter Spesialis mandiri dilaksanakan dalam jangka 

waktu 1 (satu) tahun. 

(2) Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis mandiri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

menjalankan praktik di Rumah Sakit tujuan 

penempatan. 

(3) Jangka waktu dan tempat praktik Wajib Kerja Dokter 

Spesialis bagi peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis 

penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya 

pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 25 

(1) Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis yang berhalangan 

melaksanakan tugas, wajib mendapatkan izin dari 

pimpinan Rumah Sakit tujuan penempatan.  

(2) Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis yang berhalangan 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) wajib mengganti waktu pelaksanaan Wajib Kerja 

Dokter Spesialis sesuai dengan waktu yang ditinggalkan.  
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Pasal 26 

Waktu pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis berakhir 

apabila: 

a. telah selesai melaksanakan tugas;  

b. diberhentikan; 

c. tewas; atau 

d. wafat.  

 

Pasal 27 

(1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 

huruf b dilakukan apabila peserta Wajib Kerja Dokter 

Spesialis berhalangan melaksanakan tugas dikarenakan 

alasan medis dan/atau kecacatan yang mengakibatkan 

tidak dapat memberikan pelayanan sesuai dengan 

keprofesiannya.  

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan gubernur 

dan/atau bupati/walikota. 

(3) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diajukan dengan melampirkan: 

a. surat keterangan tim penguji kesehatan; 

b. surat keterangan dari direktur Rumah Sakit tujuan 

penempatan yang menyatakan bahwa peserta Wajib 

Kerja Dokter Spesialis tersebut tidak bisa 

menjalankan tugas profesinya;  

c. surat keputusan pengangkatan dokter spesialis; dan 

d. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT). 

 

Pasal 28 

Dalam hal peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis yang 

mengalami kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

ayat (1) masih dapat bekerja, Menteri memindahkan lokasi 

penempatan ke daerah lain dengan mempertimbangkan 

kondisi fisik dan kesehatan peserta Wajib Kerja Dokter 

Spesialis yang bersangkutan. 

  

 

www.peraturan.go.id



2017, No.226 
-15- 

Pasal 29 

(1) Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis dinyatakan tewas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c apabila: 

a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan 

tugas kewajibannya; 

b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada 

hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu 

disamakan dengan meninggal dunia dalam dan 

karena menjalankan tugas kewajibannya; 

c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh 

luka atau cacat rohani atau cacat jasmani yang 

didapat dalam dan karena menjalankan tugas 

kewajibannya; atau 

d. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak 

bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan 

terhadap anasir itu.  

(2) Kepada ahli waris peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis 

yang tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diberikan uang duka sebesar 12 (dua belas) kali 

penghasilan terakhir dan dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 30 

(1) Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis dinyatakan wafat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d apabila 

peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis meninggal dunia 

yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).  

(2) Kepada ahli waris peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis 

yang wafat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali penghasilan 

terakhir dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 31 

(1) Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis yang tewas atau 

wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 
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30 diberhentikan dengan hormat dari program Wajib 

Kerja Dokter Spesialis.  

(2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan 

usulan gubernur dan/atau bupati/walikota. 

(3) Pengusulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), diajukan dengan melampirkan: 

a. berita acara yang dibuat oleh pejabat yang 

berwenang tentang penyebab tewas atau wafat yang 

bersangkutan; 

b. surat pernyataan kepala dinas kesehatan 

kabupaten/kota yang memuat keterangan mengenai 

peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis yang wafat atau 

tewas tersebut terjadi karena dan di dalam dinas; 

dan 

c. surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa 

peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis tersebut telah 

meninggal dunia. 

 

Pasal 32 

Dalam hal Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis yang 

dinyatakan hilang saat menjalankan tugas berdasarkan berita 

acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, ditemukan 

kembali dalam keadaan masih hidup dan sehat, yang 

bersangkutan akan dipekerjakan kembali selama masa 

penugasan yang ditinggalkan. 

 

Pasal 33 

(1) Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis yang telah 

menyelesaikan Wajib Kerja Dokter Spesialis diberikan 

surat keterangan selesai Wajib Kerja Dokter Spesialis 

oleh Menteri. 

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipergunakan sebagai syarat untuk mendapatkan surat 

tanda registrasi dan salinan surat tanda registrasi.  
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Pasal 34 

Dalam rangka penyelenggaraan Wajib Kerja Dokter Spesialis, 

Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penetapan 

perubahan lokasi penempatan, pengangkatan, pemindahan, 

pemberhentian peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis kepada 

Kepala Badan. 

 

BAB VI 

HAK DAN KEWAJIBAN 

 

Pasal 35 

Dalam rangka Wajib Kerja Dokter Spesialis, setiap peserta 

Wajib Kerja Dokter Spesialis mempunyai kewajiban: 

a. melaksanakan Wajib Kerja Dokter Spesialis sesuai 

dengan jangka waktu yang telah ditetapkan; dan 

b. menyerahkan surat tanda registrasi asli dan 2 (dua) buah 

salinan surat tanda registrasi dokter spesialis kepada 

Menteri bagi peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis 

mandiri. 

 

Pasal 36 

(1) Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis mempunyai hak 

sebagai berikut: 

a. mendapatkan surat izin praktik yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; 

b. mendapatkan tunjangan;  

c. mendapatkan fasilitas tempat tinggal atau rumah 

dinas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah; dan  

d. mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan hak lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Surat izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a diberikan kepada peserta Wajib Kerja Dokter 

Spesialis mandiri sebanyak 1 (satu) buah untuk Rumah 

Sakit tujuan penempatan. 
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(3) Pemberian surat izin praktik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a bagi peserta Wajib Kerja Dokter 

Spesialis penerima beasiswa dan/atau program bantuan 

biaya pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

(4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

diberikan oleh Menteri kepada: 

a.   peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis mandiri; dan 

b.   peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis penerima 

beasiswa dan/atau program bantuan biaya 

pendidikan dari Pemerintah Pusat yang ditempatkan 

oleh Menteri. 

(5) Dalam hal peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis penerima 

beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 

ditempatkan oleh Menteri di Rumah Sakit milik instansi 

pemerintah pengusul, diberikan tunjangan oleh instansi 

pemerintah pengusul. 

(6) Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis penerima beasiswa 

dan/atau program bantuan biaya pendidikan dari 

Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota yang ditempatkan di Rumah Sakit milik 

Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota pemberi beasiswa dan/atau program 

bantuan biaya pendidikan, diberikan tunjangan oleh 

Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 37 

(1) Bagi peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis penerima 

beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan 

dengan status Pegawai Negeri Sipil, selain memperoleh 

hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), juga 

berhak mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Bagi peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis mandiri, selain 

mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

36 ayat (1), dapat menerima insentif dari Pemerintah 
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Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

 

Pasal 38 

(1) Besaran tunjangan ditetapkan oleh Menteri setelah 

mendapat persetujuan dari menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan. 

(2) Pembayaran tunjangan peserta Wajib Kerja Dokter 

Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) 

dibayarkan pada awal bulan berikutnya setelah yang 

bersangkutan melaksanakan tugas. 

(3) Besaran tunjangan yang dibayarkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibedakan 

berdasarkan kriteria lokasi penempatan. 

(4) Pembayaran tunjangan peserta Wajib Kerja Dokter 

Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dibayarkan setiap bulannya melalui rekening peserta 

Wajib Kerja Dokter Spesialis pada bank persepsi yang 

telah ditunjuk.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran 

tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 39 

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota berkoordinasi 

mengenai pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis. 
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BAB VII 

MONITORING, EVALUASI, PENCATATAN, DAN PELAPORAN 

 

Bagian Kesatu 

Monitoring dan Evaluasi 

 

Pasal 40 

(1) Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas 

kesehatan kabupaten/kota melakukan monitoring dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan Wajib Kerja Dokter 

Spesialis.  

(2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Menteri, kepala dinas kesehatan 

provinsi, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota 

dapat mengikutsertakan organisasi profesi dan asosiasi 

institusi pendidikan kedokteran.  

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diarahkan untuk: 

a. memantau pelaksanaan Wajib Kerja Dokter 

Spesialis; 

b. mengidentifikasi permasalahan yang terjadi terkait 

Wajib Kerja Dokter Spesialis; dan 

c. memberikan umpan balik kepada institusi 

pendidikan dan kolegium. 

 

Bagian Kedua 

Pencatatan dan Pelaporan 

 

Pasal 41 

(1) Pimpinan Rumah Sakit tujuan penempatan peserta Wajib 

Kerja Dokter Spesialis harus melakukan pencatatan dan 

melaporkan pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis 

kepada dinas kesehatan kabupaten/kota.  

(2) Dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan kompilasi 

pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan 

rencana tindak lanjut serta melaporkannya kepada dinas 
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kesehatan provinsi.  

(3) Dinas kesehatan provinsi melakukan kompilasi pelaporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan 

analisis untuk pengambilan kebijakan dan rencana 

tindak lanjut serta melaporkannya kepada Menteri 

melalui Kepala Badan. 

(4) Kepala Badan melalui kepala pusat yang bertanggung 

jawab di bidang perencanaan dan pendayagunaan tenaga 

kesehatan melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan melakukan analisis untuk 

pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta 

memberikan umpan balik ke dinas kesehatan provinsi 

dan menyampaikan laporan kepada Menteri.  

(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 

dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) 

bulan sekali.  

(6) Contoh formulir pelaporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

BAB VIII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 42 

(1) Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepala 

dinas kabupaten/kota melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan Wajib Kerja Dokter 

Spesialis. 

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

mengikutsertakan Komite Penempatan Dokter Spesialis, 

organisasi profesi, dan asosiasi institusi pendidikan 

kedokteran. 
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Pasal 43 

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 42 diarahkan untuk: 

a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang 

dilakukan oleh dokter spesialis; dan 

b. melindungi masyarakat atas pelayanan yang diberikan 

oleh peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis. 

 

Pasal 44 

(1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 42, Menteri, kepala dinas kesehatan 

provinsi, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota 

dapat memberikan sanksi administratif terhadap peserta 

Wajib Kerja Dokter Spesialis yang melanggar ketentuan 

Peraturan Menteri ini sesuai dengan tugas dan 

kewenangan masing-masing. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis;  

c. penghentian pembayaran tunjangan; dan/atau 

d. pencabutan surat izin praktik. 

(3) Penghentian pembayaran tunjangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan setelah 

mendapatkan permintaan dari Direktur Rumah Sakit 

tujuan penempatan selaku penanggung jawab 

pembuatan daftar tunjangan peserta Wajib Kerja Dokter 

Spesialis. 

 

BAB IX 

PENDANAAN 

 

Pasal 45 

Pendanaan penyelenggaraan Wajib Kerja Dokter Spesialis 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 46 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

1. peserta pendidikan profesi program dokter spesialis yang 

telah selesai mengikuti masa pendidikan, sedang 

melaksanakan masa pengabdian atau sedang menunggu 

penempatan dalam rangka masa pengabdian 

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang 

mengatur mengenai program pendidikan dokter spesialis 

sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, tetap 

melaksanakan masa pengabdian sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Menteri tersebut tanpa dikenai 

kewajiban untuk mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis.  

2.  setiap mahasiswa pendidikan profesi program dokter 

spesialis yang sedang dalam masa pendidikan sebelum 

diundangkannya Peraturan Menteri ini wajib mengikuti 

Wajib Kerja Dokter Spesialis dengan: 

a. membuat surat pernyataan akan mengikuti Wajib 

Kerja Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (1) pada akhir masa pendidikan; 

b. melaksanakan Wajib Kerja Dokter Spesialis sesuai 

jangka waktu yang telah ditetapkan; dan 

c. menyerahkan surat tanda registrasi dan salinan 

surat tanda registrasi dokter spesialis kepada 

Menteri. 

3.  setiap mahasiswa pendidikan profesi program dokter 

spesialis yang sedang menunggu kelulusan sebelum 

diundangkannya Peraturan Menteri ini wajib mengikuti 

Wajib Kerja Dokter Spesialis dengan: 

a.   membuat surat pernyataan akan mengikuti Wajib 

Kerja Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (1) pada saat pengambilan sertifikat 

profesi program dokter spesialis; 

b.   melaksanakan Wajib Kerja Dokter Spesialis sesuai 

jangka waktu yang telah ditetapkan; dan 
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c.   menyerahkan surat tanda registrasi dan salinan 

surat tanda registrasi dokter spesialis kepada 

Menteri. 

4. setiap dokter spesialis yang telah lulus pendidikan profesi 

program dokter spesialis di dalam maupun di luar negeri 

yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sebelum 

diundangkannya Peraturan Menteri ini dapat mengikuti 

Wajib Kerja Dokter Spesialis secara sukarela. 

 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 47 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 22 Desember 2016 
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